
 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan dalam Bab I - Bab III, serta 

analisis yang dilakukan dalam Bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

 Proses delimitasi batas maritim negara dilakukan berdasarkan zona-

zona maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982. Dari keenam zona 

maritim yang diatur, zona maritim yang perlu dilakukan delimitasi 

adalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas 

Kontinen. Masing-masing delimitasi zona kemudian dilakukan 

berdasarkan pengaturannya masing-masing yang terdapat dalam Pasal 

15, Pasal 74, dan Pasal 83 UNCLOS 1982. 

 Metode yang digunakan dalam melakukan delimitasi bergantung pada 

kesepakatan yang dicapai para pihak melalui proses negosiasi ataupun 

ditentukan oleh badan penyelesaian sengketa melalui putusan 

penyelesaian sengketa delimitasi. Namun, penentuan metode tetap 

bergantung pada kondisi dan situasi masing-masing wilayah 

delimitasi. 

 Walaupun terdapat berbagai alternatif metode delimitasi, metode yang 

umum digunakan saat ini adalah pendekatan tiga tahap (three-stage 

approach). Namun, penerapan metode ini tetap memungkinkan untuk 

digunakan pada saat yang bersamaan dengan metode lain. 

 Secara umum, pengaturan mengenai fitur maritim tetap harus 

berpegang pada UNCLOS 1982. Sebab, walaupun terdapat fitur-fitur 

maritim yang tidak didefinisikan atau diatur secara eksplisit oleh 

UNCLOS 1982, prinsip dan syarat mengenai kedudukan fitur maritim 

dalam Hukum Internasional tetap bergantung pada pengaturan dalam 

UNCLOS 1982. Pengaturan yang dimaksud adalah Pasal 13 dan 121 

UNCLOS 1982, yang secara konsisten juga diikuti dan diperjelas oleh 



 
 

putusan Arbitrase pada kasus Laut Tiongkok Selatan antara Filipina 

dan Tiongkok. 

 Keberadaan fitur maritim dalam delimitasi batas maritim negara dapat 

menghasilkan penyesuaian garis sama jarak, setelah terdapat kejelasan 

mengenai hak yang diberikan fitur maritim atas zona maritim tertentu. 

Akibat ini ada karena apabila keberadaan fitur maritim tidak 

dipertimbangkan akan merugikan negara pantai tertentu dalam proses 

delimitasi. Sehingga, tergantung pada faktor-faktor tertentu, fitur 

maritim dapat diberikan bobot (effect) penuh, setengah, atau tidak 

sama sekali. 

 Walaupun prinsip dasar yang digunakan dalam memperlakukan 

keberadaan fitur maritim dalam delimitasi batas maritim negara 

adalah sama, namun penentuannya tetap bergantung pada masing-

masing fitur maritim yang terdapat dalam masing-masing kasus (case-

by-case basis). 

 

5.2 Saran 

 Dalam proses delimitasi, penentuan kategori fitur maritim masih belum 

memiliki keseragaman, baik dari segi perlu atau tidaknya ditentukan kategori 

sebuah fitur maritim maupun unsur-unsur yang digunakan untuk menentukan 

kategori tersebut. Dengan adanya putusan kasus Laut Tiongkok Selatan, negara-

negara dan badan penyelesaian sengketa sebaiknya secara konsisten menggunakan 

penegasan mengenai pengaturan fitur maritim yang diberikan oleh Arbitrase 

dalam putusan kasus tersebut untuk menentukan kategori fitur maritim di masa 

yang akan datang. 
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